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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 
Auditing


Pemeriksaan akuntan atau kita kenal dengan istilah auditing, muncul sebagai akibat dari adanya keinginan dari pihak manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan dilihat dari berbagai sudut, seperti aspek keuangan dan non keuangannya.


Pemeriksaan akuntan sangat penting untuk dilakukan karena di dalam menjalankan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu pemeriksaan akuntan juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non keuangannya.


Setelah pemeriksaan akuntan dilaksanakan, maka akan menghasilkan sesuatu yaitu di antaranya berupa opini, rekomendasi, yang akan memberikan keterangan mengenai wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan perusahaan, dan sektor mana saja yang dinilai patut untuk mendapatkan perbaikan dari pihak manajemen perusahaan. Sehingga dari adanya pemeriksaan akuntansi sebuah perusahaan akan memperoleh hasil sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dan apabila hasilnya baik akan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak investor agar mau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

2.1.1 
Pengertian Auditing


Pengertian auditing menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya “Auditing : An Integrated Approach” sebagai berikut :


“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of corresponde between in the information anf established criteria auditing should be done by a competent ,independent person.”

(2000:9)

Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Auditing ” sebagai berikut :


“Auditing adalah suatu proses sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”

(2002:9)


Dari kedua definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan akuntansi merupakan proses pengumpulan, pengevaluasian bahan bukti serta pelaporan dengan cara membandingkan bukti yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2 
Jenis-jenis Audit


Pengertian audit menurut Arens dan Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf  dalam bukunya “Auditing” membahas 3 jenis pemeriksaan sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria umum. Umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran pada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

3. Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah audit (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

(1997:4)
2.2 
Audit Operasional


Pemikiran mengenai penerapan audit operasional timbul dari adanya tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, adanya kesenjangan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan audit operasional dalam hal ini bertujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dan juga menilai apakah cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga audit operasional harus dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan di dalam kegiatan operasional perusahaan.


Audit Operasional perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan hal-hal yang mencakup audit operasional.
2.2.1 
Pengertian Audit Operasional


Sampai saat ini penggunaan istilah pemeriksaan operasional masih belum disepakati secara luas jika dibandingkan dengan istilah pemeriksaan finansial. Beberapa istilah sering digunakan sebagai sinonim dari audit operasional seperti pemeriksaan manajemen(Management Audit). Pemeriksaan prestasi (Performance Audit) dan sebagainya.


Pengertian audit operasional, menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing” menyatakan bahwa :


“Management audit, disebut juga operasional audit, functional audit, system audit, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.”

(2004:175)
Definisi lain audit operasional menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut :


“Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.”

(2000:4)
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional merupakan suatu proses yang sistematis seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi.

2.2.2 Manfaat dan Tujuan Audit Operasional

Karena audit operasional merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam menilai aktivitas dari suatu sudut pandang efisiensi, efektivitas, dan kehematan maka secara otomatis akan dapat meringankan beban para manajer.

Manajer yang melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian dapat lebih memusatkan perhatiannya pada upaya pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan yang meliputi sasaran dan strategi pencapaian. Sedangkan bagi pemeriksaan operasional akan lebih mampu untuk mengembangkan teknik-teknik pemeriksaan yang semakin baik dan juga dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian hasil yang lebih baik.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dilaksanakannya audit operasional selain yang telah dikemukakan di atas, menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Operasional (suatu pengantar)” mengemukakan manfaat dilaksanakannya audit operasional  sebagai berikut :

1. Kemampulabaan yang meningkat

2. Alokasi sumber daya yang lebih efisien.

3. Identifikasi masalah pada tahap awal.

4. Komunikasi yang lebih baik.

5. Mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan.

6. Meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.

(2001:24)

Tujuan operasional yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Operasional (suatu pengantar) adalah sebagai berikut:
1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh audit operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hal yang terbaik dan operasi yang bersangkutan.

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat untuk mencapai tujuan. Apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.

4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.

5. Untuk membantu manajemen, audit operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggungjawab mereka.

(2001:24)

Dengan melihat uraian mengenai manfaat dan tujuan audit operasional di atas, maka penulis mengambil suatu pendapat bahwa dengan melaksanakan audit operasional diharapkan akan mampu menciptakan dan menjadikan aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan menjadi efektif dan efisien.

2.2.3 Independensi Audit Operasional 

Audit operasional ditandai oleh adanya cara berpikir dan pendekatan yang dilakukan oleh pemeriksanya. Jadi, audit operasional lebih merupakan cara pemeriksa melakukan pendekatan atas tugasnya, menganalisa subjek pemeriksaannya, serta menilai hasilnya.

Kedudukan pemeriksa harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa atau bebas dari pengaruh objek-objek yang diperiksanya. Para pemeriksa dikatakan mandiri, apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian mereka dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal ini sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan melihat status organisasi dan sikap objektif para pemeriksa itu sendiri.

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” menjelaskan mengenai independensi audit operasional yaitu :

“Independensi auditor berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari setiap kewajiban atau indenpenden dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya.”

(2002:26)
2.2.4 Tahap-tahap Audit Operasional

Dalam melakukan audit operasional perlu ditempuh tahap-tahap kerja. Pemeriksaan akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya tahap pekerjaan yang baik, mengingat sistem atau kegiatannya sekarang sudah sedemikian maju dan rumit.

Tahap-tahap audit operasional menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Operasional (suatu pengantar)” menjelaskan tahap-tahap audit operasional terdiri dari :

1. Merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk menentukan standar berdasarkan manajemen operasi yang diaudit akan dinilai.

2. Mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk mengukur performa operasi.

3. Menganalisis dan menyelidiki penyimpangan dari standar.

4. Menentukan tindakan korektif apabila diperlukan.

5. Melaporkan hasilnya kepada tingkat manajemen yang tepat.

(2000:40)
Adapun tahap-tahap audit operasional menurut Arens dan Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut :

“Tiga tahap dalam audit operasional :

1. Perencanaan

2. Pengumpulan dan evaluasi bukti.

3. Pelaporan dan tindak lanjut.”

(1997:771)
Tahap-tahap tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahap ini memberi kemungkinan untuk diselenggarakannya pelaksanaan pemeriksaan secara teratur. Perencanaan ini bertujuan untuk mengenali kegiatan objek yang diperiksa. Pada dasarnya perencanaan ini adalah mengumpulkan data, menyusun, mengikhtisarkan, menilai dan menggunakan data tersebut dalam suatu laporan pelaksanaan secara sederhana. Hasil tahap ini kemudian disimpulkan dalam suatu laporan pemeriksaan pendahuluan yang tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, akan tetapi semata-mata digunakan untuk menetapkan bagaimana objek memerlukan lingkup pemeriksaan mendalam.
2. Pengumpulan dan evaluasi bukti

Tahap ini dilaksanakannya hanya atas bagian yang menurut penilaian yang paling serius permasalahannya dan bagi yang masa yang akan datang akan memberikan manfaat yang paling besar jika ada perbaikan. Walaupun pemeriksaan sudah memiliki bayangan yang cukup kuat tentang letak permasalahannya semata-mata hanya dengan beranjak dari tahap perencanaan saja. Dengan melakukan pemeriksaan mendalam, semua bukti pendukung dapat dianalisis, karenanya audit operasional harus benar-benar memahami bahwa laporan pemeriksaan pendahuluan hanya dipergunakan sebagai alat pemeriksa dan bukan sebagai laporan pemeriksaan resmi. Pelaksanaan pemeriksaan mendalam, termasuk pengembangan temuan-temuan, merupakan saran untuk mencapai sasaran pemeriksaan yang telah ditentukan. Berdasarkan pemeriksaan mendalam diperoleh serta kesimpulan-kesimpulan dengan dikembangkan saran-saran perbaikan. Informasi demikian merupakan landasan bagi pelaporan hasil pemeriksaan kepada pihak manajemen. Pada tahap ini, seorang pemeriksa operasional melakukan kegiatan pengujian dokumen-dokumen, tanya-jawab dengan fungsi-fungsi organisasi dan melakukan pengamatan atas jalannya operasi perusahaan. Dalam melakukan evaluasi dan pengujian tersebut ditemukan adanya penyimpangan, pemborosan, penyalahgunaan dan kelalaian lainnya.
3. Pelaporan dan tindak lanjut

Tahap ini dilakukan setelah pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan mendalam. Laporan yang dibuat haruslah jelas, singkat tetapi lengkap. Nada dalam laporan haruslah konstruktif, mengingat tujuan audit operasional adalah untuk membantu pimpinan dalam mencari jalan keluar untuk memperbaiki organisasinya. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak manajemen berupa peningkatan pengendalian terhadap fungsi dan organisasi yang dinilai lemah dan meningkatkan sumber daya manusianya. Tindak lanjut tersebut berdasarkan temuan-temuan yang direkomendasikan oleh operational auditor yang harus berorientasikan pada masa yang akan datang.

2.3
Pengendalian Intern


Pengendalian intern yang diterapkan perusahaan diarahkan pada upaya pencapaian tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan. Pencapaiannya dilakukan dengan pengumpulan informasi keadaan aktual organisasi dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan terjadi dan yang dapat membantu mendorong tindakan perubahan yang sifatnya memperbaiki kinerja.


Pengendalian intern identik dengan istilah internal chek yang merupakan suatu prosedur yang secara langsung dan otomatis dapat saling memeriksa pancatatan dan mengutamakan segi ketelitian tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang terjadi dalam perusahaan. Dengan kata lain, pengendalian intern bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan.

2.3.1 
Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” menyatakan konsep umum bahwa pengendalian intern adalah : 


“Rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisinsi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.” 

(2002:218)
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” menyatakan struktur pengendalian internal satuan usaha sebagai berikut :
“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a)Keandalan pelaporan keuangan, (b)Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c)Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

(2001:319.2)  

Dengan demikian, struktur pengendalian intern mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang sangat bervariasi dan luas serta dapat mencakup berbagai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Prosedur adalah langkah-langkah tentang yang harus diamati dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan tujuan adalah akhir dari suatu kegiatan atas hasil yang dicapai.
2.3.2 
Tujuan Pengendalian Intern


Menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi’ menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern sebagai berikut : 

a. Pengendalian Preventif
Dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Contohnya : mengangkat karyawan bagian akuntansi yang berkualitas baik, memisahkan tugas antar karyawan secara tegas, dan melakukan pengawasan fisik secara efektif terhadap akses ke aktiva, fasilitas, dan data perusahaan.
b. Pengendalian Detektif
Dimaksudkan untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. Contohnya : melakukan pengecekan ulang, membuat rekonsiliasi bank, dan membuat neraca saldo bulanan.

c. Pengendalian Korektif
Dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Contohnya : memelihara cadangan transaksi pokok dan file induk dan melekatkannya ke prosedur koreksi data.
 (2002:220)
Dari pendapat tersebut di atas, maka masing-masing tujuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengamankan harta perusahaan.

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang merugikan, seperti pencurian, penyelewengan, kecurangan dan sebagainya. Dan untuk mengawasi kemungkinan tersebut, maka perlu dirancang berbagai metode dan cara-cara tertentu untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti diatas.

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan.

Catatan akuntansi harus terus menerus diuji coba (Internal Check), agar kebenaran data akuntansi dapat dipertahankan. Untuk melaksanakan uji coba tersebut, maka perlu dipisahkan berbagai fungsi yang ada dalam struktur organisasi perusahaan terutama yang menyangkut transaksi keuangan.

3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaaan.

Dengan menggunakan metode dan prosedur untuk mengendalikan penjualan yaitu dengan menyusun pengendalian, pemeriksaan intern akan menjadi alat yang efisien untuk mengendalikan penjualan dengan tujuan akhir menciptakan efektifitas.
4. Ketaatan pada kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan.

Kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga memerlukan berbagai aktivitas pengeluaran dan penerimaan dari pendapatan.

2.3.3 
Unsur-unsur Pengendalian Intern

Committee Of Sponsoring Organization (COSO), yang dialihbahasakan oleh Krismiaji menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian intern dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Tulang punggung perusahaan adalah karyawan meliputi atribut indivindu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi serta lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerak organisasi merupakan pondasi untuk komponen lainnya

2) Aktivitas Pengendalian

Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

3) Perhitungan Resiko

Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan, yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi harus pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko terkait.
4) Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan organisasi.

5) Pemantauan

Seluruh proses bisnis harus dipantau, dan dilakukan modifikasi seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya menghendaki perubahan. 

(2002:203)
2.4 Penjualan

2.4.1 
Pengertian Penjualan

Akuntansi penjualan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan di dalam suatu perusahaan dan merupakan masalah yang penting, sehingga perlu untuk mendapat perhatian yang cukup besar serta pengelolaan sebaik mungkin. Kegagalan dalam aktivitas penjualan akan sangat berpengaruh cukup besar terhadap kontinuitas operasi perusahaan, karena penjualan merupakan sumber pendapatan yang paling utama bagi suatu perusahaan.

Istilah penjualan menurut Bashu Swastha dalam bukunya “Ajas-Ajas Marketing” mengemukakan sebagai berikut :


“Penjualan adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial.”
(2001:7)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa penjualan adalah suatu pengalihan atau pemindahan atas barang dan jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Aktivitas penjualan perlu direncanakan dengan baik terlebih dahulu melalui kondisi perusahaan (kemampuan untuk memproduksiatau memasarkan) artinya untuk dapat mencapai rencana volume penjualan haruslah selalu memperhatikan keadaan perekonomian di masa mendatang, dan dalam hal ini bagian penjualan harus selalu diikutsertakan dalam penentuannya
Adapun pengertian penjualan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut :


“Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan.”
(2002:23.1)

Suatu analisis yang baik terhadap penjualan dapat membantu pimpinan dan manajemen bagian penjualan sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal. Hal ini dapat terlaksana apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik terhadap bagian penjualan.
2.4.2 Jenis-Jenis Penjualan

Pada dasarnya transaksi penjualan dapat diklasifikasikan menjadi enam jenis, sebagaimana yang dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :

1. Penjualan secara tunai.

2. Penjualan secara kredit. 

3. Penjualan secara tender.

4. Penjualan secara ekspor.

5. Penjualan secara konsinyasi.

6. Penjualan melalui grosir.

(2001:170)
Keenam transaksi penjualan tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Penjualan secara tunai

Penjualan ini bersifat cash and carry pada umumnya terjadi kontan. Dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan juga dianggap kontan.
2. Penjualan secara kredit

Penjualan yang dilakukan dengan tengang waktu rata-rata di atas satu bulan, dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan.

3. Penjualan secara tender

Penjualan yang dilakukan melalui prosedur tender untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender (biilbond), juga harus dapat bersaing dengan pihak lainnya.

4. Penjualan secara ekspor

Penjualan yang dilakukan dengan pihak pembeli luar negeri yang mengimpor barang dari suatu badan usaha dalam negeri. Biasanya penjualan ekspor memanfaatkan prosedur Letter of Credit (L/C).

5. Penjualan secara konsinyasi

Menjual barang secara “titipan” kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Apabila barang tersebut tidak laku, maka akan dikembalikan ke penjual.

6. Penjualan secara grosir

Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang antara (grosir). Grosir ini berfungsi sebagai perantara publik atau importir dengan pedagang atau toko eceran.
2.4.3 Organisasi Penjualan

Pengertian Organisasi menurut La Midjan dan Azhar Susanto dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :
“Organisasi berarti pengelompokan serta pengaturan berbagai  macam aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.”

(2001:51)

Organisasi berbagai fungsi akuntansi antara perusahaan yang satu dengan yang lain tidak ada keseragaman. Organisasi harus menampung dan menangani aktivitas perusahaan dengan didukung oleh uraian tugas yang baik, begitu pula dengan organisasi penjualan.

Luas dan sempitnya aktivitas penjualan, tujuan pimpinan perusahaan, jenis perusahaan, letak perusahaan (pusat atau cabang) akan menentukan organisasi dari fungsi penjualan. Untuk perusahaan yang besar dan memiliki cabang-cabang atau perwakilan di kota-kota lain, maka fungsi penjualan dapat didelegasikan (didesentralisir) kepada cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan dengan mendelegasikan wewenang yang jelas batasan-batasannya.

2.4.4 
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Penjualan

Secara umum unsur-unsur sistem pengendalian intern penjualan dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” adalah sebagai berikut :

“Untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dengan sistem penjualan, unsur-unsur pokok pengendalian penjualan yang terdiri dari :

1. Organisasi

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan

3. Praktek yang sehat.”

(2001:470)
Dari definisi tersebut diatas, terdapat tiga pokok bahasan dalam unsur-unsur pengendalian intern penjualan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Organisasi
Struktur organisasi perusahaan memungkinkan adanya koordinasi usaha, antar unit penjualan dengan semua unit dan jenjang lainnya untuk mengambil tindakan yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Adanya pemisahan fungsi-fungsi akan dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas, masing-masing harus memahami dan melaksanakan tanggungjawab secara efektif, terarah, dan terawasi, dan hasil-hasilnya terkendalikan jika perusahaan melakukan ekspansi, teknologi dan produk-produk serta tersedianya tenaga kerja yang cakap. Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Contoh dari adanya struktur organisasi terdapat pemisahan fungsi yang tepat dari beberapa bagian untuk aktivitas penjualan, misalnya :
· Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.

· Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi

· Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi
2. Sistem Otorisasi dan prosedur pencatatan
Sistem otorisasi atau wewenang dan prosedur pencatatan aktivitas penjualan harus disusun dengan memperhatikan otorisasi yang tepat oleh bagian yang bersangkutan. Tujuan dari sistem pemberian wewenang adalah menjamin bahwa penjualan telah diotorisasi oleh wewenang dan prosedur pencatatatan pada penjualan adalah :
a. Adanya sistem otorisasi yang menyangkut pembagian wewenang untuk otorisasi atau terlaksananya suatu penjualan, seperti :
· Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.

· Penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.

· Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.

· Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan “ pada faktur penjualan tunai.

· Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan memberikan tanda pada faktur penjualan tunai.

b. Setiap penjualan harus dilaksanakan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan termasuk sistem dan prosedur pencatatan atas berbagai dokumen yang harus menggambarkan adanya tindakan persiapan, pemeriksaan dan persetujuan.

c.  Dokumen tersebut kemudian diditribusikan dan diproses masing-masing bagian dan menghasilkan berbagai informasi dan tindakan internal check yang dibutuhkan.
3. Praktek yang sehat
Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Praktek yang sehat dalam aktivitas penjualan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya seperti :

· Faktur penjualan tunai yang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.

· Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya.

· Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi internal auditor.
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